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LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Meneliti Dari Polresta Kendari

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ; p—
DAERAH SULAWESI TENGGARA lASLI|
RESOR KOTA KENDARI ' .

Jalan D. | Panjaitan No. 1 Kota Kendari 93116

dihy

SURAT - KETERANGAN
NOMOR : B/205/V/YAN.2.4./2024 /| SATRESKRIM

Yang bertanda tangan dibawah ini, Atas nama Kepala Kepolisian Resor Kota Kendari,
menerangkan bahwa tersebut dibawah ini :

NAMA :  EGRIEL CINTA NOVITRI

NIM : B011201254

PROGRAM STUDI © limu = llmu Hukum

JENJANG PENDIDIKAN . S1UNIVERSITAS HASUNUDDIN

Telah melakukan penelitian pengambilan data - data seperlunya di Kantor Polres Kota
Kendari, dalam rangka Penulisan Karya tulis lImiah / Skripsi yang berjudul

” TINJAUAN FIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (
STUDI KASUS DI KOTA KENDARI TAHUN 2022 -2024 ) ".

Demikianlah Surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarmnya dan diberikan kepada
yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Kendari, 15 Mei 2024

a.n KEPALA LISIAN RESOR KOTA KENDARI
T RESKRIM

FITRAYADI, S.Sos.,S.H. MH
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Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian

PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

). Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Telp. (0401 ) 3131068 Kendari
SURAT _KETERANGAN PENELITIAN

Nomor :000.9.2 /591/ 2024

a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran
Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2).
b. Menimbang : Surat  Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Nomor: 1757/UN4.5.1/PT.00/2024 Tanggal 21 Mei 2024
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

c. Nama : EGRIEL CINTA NOVITRI

d. Tempat /Identitas : JI. Asrama HI. Ngade Blok G. No.14 Kel. Ngade Kec. Kota Ternate Selatan Kota
Ternate

e. Untuk : 1) Melakukan Penelitian/ Penyusunan Skripsi dengan judul :

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
(STUDI KASUS DI KOTA KENDARI TAHUN 2022-2024)

2). Lokasi penelitian : 1. Polres Kendari
2. UPTD PPA
3). Waktu Kegiatan < Juni = Juli 2024
4). Bidang Penelitian : Tindak Pidana Pencabulan Anak
5). Status Penelitian : Baru

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kepada peneliti diharapkan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan perundang-undangan, agama, dan
adat istiadat yang berlaku;

2. Tidak melakukan kegiatan lain, selain judul penelitian yang dimaksud;

3. Adakan koordinasi dengan instansi terkait dan aparat kemanan selama pelaksanaan kegiatan;

4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Kendari cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Kendari.

Kendari, 6 Juni 2024
An. KEPALA,
Kabid. Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya
Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

NIP. 19680206 198901 1 001

Tembusan :
1. Wali Kota Kendari (sebagai laporan) di Kendari;

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di tempat;

3. Kepala Kepolisian Resor Kota Kendari di Kendari;

4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari di Kendari;
5. Kepala UPTD PPA Kota Kendari di Kendarl;

6. Ketua Prodi llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di tempat;

7 Yang Bersangkutan Untuk Digunakan Sebagaimana Mestinya;
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Lampiran 3. Gambar Wawancara Bersama Responden

3.1 Dokumentasi bersama Kepala Unit PPA Polresta Kota Kendari
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